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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Pertanggungjawaban Etik terhadap Anggota
Kepolisian Republik Indonesia dalam Kasus Penyelundupan Narkotika™.
Penelitian ini mengkaji mekanisme pertanggungjawaban etik terhadap anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang terlibat dalam penyelundupan
narkotika, serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip
persamaan di hadapan hukum. Permasalahan yang dikaji meliputi mekanisme
penerapan sanksi etik terhadap anggota Polri dan penilaian terhadap penerapan
sanksi etik tanpa melalui proses pidana.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap
ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 ‘Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri, scrta
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Profesi Polri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban etik terhadap
anggota Polri dalam kasus penyelundupan narkotika dilaksanakan melalui
mekanisme Komisi Kode Etik Polri dengan klasifikasi pelanggaran berat yang
dapat berujung pada sanksi administratif hingga pemberhentian tidak dengan
hormat. Namun, penerapan sanksi etik tanpa disertai proses pidana berpotensi
menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip equality before the law dan konsep
double track system, sehingga penegakan sanksi etik seharusnya tidak
menggugurkan pertanggungjawaban pidana demi menjamin kepastian dan
keadilan hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban FEtik, Anggota Polri, Penyelundupan
Narkotika, Kode Etik Profesi Polri.

vii

Y

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

ABSTRACT

This research is entitled “Ethical Accountability of Members of the
Indonesian National Police in Cases of Narcotics Smuggling.” The study
examines the mechanism of ethical accountability applied 1o members of the
Indonesian National Police (Polri) involved in narcotics smuggling and assesses
its conformity with the applicable legal framework and the principle of equality
before the law. The issues addressed include the mechanism for imposing ethical
sanctions on police officers and the appropriateness of imposing such sanctions
without criminal proceedings.

This study employs a normative legal research method using statutory,
conceptual, and case approaches. The analysis focuses on Law Number 2 of 2002
concerning the Indonesian National Police, Law Number 35 of 2009 on Narcolics,
Government Regulation Number 2 of 2003 on Police Discipline, and Regulation
of the Indonesian National Police Number 7 of 2022 on the Professional Code of
Ethics.

The results indicate that ethical accountability in cases of narcotics
smuggling involving police officers is implemented through the Police Code of
Ethics Commission, where such conduct is classified as a serious ethical violation
and may result in administrative sanctions, including dishonorable discharge.
However, the imposition of ethical sanctions without accompanying criminal
proceedings may lead to inconsistency with the principle of equality before the
law and the concept of the double track system. Therefore, the enforcement of
ethical sanctions should not negate criminal liability in order to ensure legal
certainty and justice.

Keywords: Ethical Accountability, [ndonesian  National  Police, Narcotics
Smuggling, Police Code of Ethics.
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